PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a

1.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

bahwa Provinss Kalimantan Tengah telah menetapkan
Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Y ang
Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah, yang
digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi
perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi
daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang- Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat | Kalimantan Tengah
dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat | Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1622 );

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok—pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 Tentang Pokok—pokok Kepegawaian ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548) ;

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoesia Nomor 1547);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawal Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktura (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194 );

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman
Satuan Polisi Pamong Prgja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
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Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupatern/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor. 4741) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Dagerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja I nspektorat
Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi
Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS|

KALIMANTAN TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB |
KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemerintahan Daerah adalah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan di Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

1.
2.
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Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah, berbentuk I1nspektorat, Badan dan Kantor.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah.

Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unsur
pelaksana tugas teknis pada badan Daerah.

BAB Il
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja I nspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

A.

(1)

(2)
(3)

Inspektorat dan Badan:

Inspektorat Provinsi ;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;

Badan Lingkungan Hidup ;

Badan Ketahanan Pangan ;

Badan Penanaman Modal Daerah;

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ;

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;

Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana;dan

0. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.

Kantor :

1. Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di
Jakarta; dan

2. Satuan Polisi Pamong Praja

HBOONoOA~AWNE

BAB 111
KEDUDUKAN, TUGASPOKOK DAN FUNGS
Bagian K esatu
Kedudukan

Pasal 3
Inspektorat dan Badan-badan Daerah adalah unsur pengawas, unsure
perencana dan unsur pendukung pemerintah daerah yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Kantor-Kantor adalah unsur pendukung pemerintah daerah yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, Badan dipimpin oleh Kepala Badan, dan
Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor.
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Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungs

Pasal 4
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang
bersifat spesifik.

Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, I nspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan
fungs :
a perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan
perundang — undangan ;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesual

dengan lingkup tugasnya ;
C. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesual dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan

fungsinya

Bagian Ketiga
Inspektorat Provins
Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungs

Pasal 6
Inspektorat Proving mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektorat
Provinsi menyelenggarakan fungsi :

a menyusun perencanaan program pengawasan ;

b. merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;

C. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah provinsi dan daerah kabupater/kota;

d. melaksanakan review laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi
Kinerja;

e. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, daerah
kabupaten/kota;

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;

0. melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsional; dan
h. menyelenggarakan urusan kesekretariatan | nspektorat.
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